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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : Kep.11/DPRD/172/53.12/11/ 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

‘a. bahwa memperhatikan surat Permohonan Bupati

PATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN

KABUPATEN SUMBA BARAT

TENTANG

KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026

Sumba Barat Nomor : P-125/ HK/188.45/53.12/10/2025,
tanggal 20 Oktober 2025, Hal. Penyampaian Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Inisisatif
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD
Kabupaten Sumba Barat tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026;

1.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - Daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneseia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan
bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

6.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2024 Nomor 1});

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumba Barat tentang Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal, 5 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,

HARLES PEKADEDE TENABOLO

CHARLES PERA D D A
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL

: KEP. 11/DPRD/172/53.12/11/2025
: 5 NOVEMBER 2025

.GZ.H»PZ G : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN 2026

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026

1 | =
NO Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelaksanaan Unit/Instansi Target Ket
! Terkait Penyampaian
|
i Baru | Ubah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peraturan
Daerah
1
B. INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026
NO | Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelaksanaan Disertai Unit/Instansi | Target Ket
M Terkait Penyam
paian
H
i u Baru | Ubah NA | Ket/penjl
1 | 2 { 3 4 5 6 7 8 8 9 10
1. | Peraturan | Permanggung jawaban | Realiasasi Pelaksanaan v Implementasi v Badan Keuangan | Tahun Penjabaran
. Daerah | Pelaksanaan APBD | Pendapatan, Belanja, dan penyebar dan Aset Daerah | 2026 lebih lanjut
M | TA. 2025 Transfer, surplus/devisit, luasan setelah dan Perangkat Peraturan
! pembiayaan penerimaan, penetapan Daerah terkait Perundang-
M pembiayaan pengeluaran, undangan
W pembiayaan netto dan silpa.
1 {
2. | Peraturan | Perubahan Anggaran | Pendapatan, Belanja v Implementasi v Badan Keuangan | Tahun Penjabaran
M Daerah | Pendapatan dan | Pembiayaan Daecrah, Dana dan penyebar dan Aset Daerah | 2026 lebih lanjut
.M Belanja Daerah Tahun | Perimbangan, Lain-lain luasan setelah dan Perangkat Peraturan
Anggaran 2026 Pendapatan Daerah Yang penetapan Daerah terkait Perundang-
“ undangan
|

| SR e
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Sah, Penerimaan dan R
Pengeluaran.
3. | Peraturan | Anggaran Pendapatan | Pendapatan, Belanja Implementasi Badan Keuangan | Tahun Penjabaran
Daerah dan Belanja Daerah | Pembiayaan Daerah, Dana dan penyebar dan Aset Daerah | 2026 lebih lanjut
Tahun Anggaran TA | Perimbangan, Lain-lain luasan setelah dan Perangkat Peraturan
2027 Pendapatan Daerah Yang penetapan Daerah terkait Perundang-
Sah, Penerimaan dan undangan
Pengeluaran.
4 | Peraturan | Badan ketentuan umum, Implementasi Dinas Tahun Penjabaran
Daerah Permusyawaratan keanggotaan, kelembagaan, dan penyebar Pemberdayaan 2026 lebih lanjut
Desa fungsi dan tugas, hak, luasan setelah Masyarakat Peraturan
kewajiban, dan wewenang penetapan Desa, Perundang-
BPD, tata tertib BPD, serta Kecamatan dan undangan
pembinaan dan pengawasan, Desa serta
termasuk aspek pendanaan Perangkat
Daerah terkait
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Analis Kebijakan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

CHARLES PERADEDE TENABOLO
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